
RA:W\7 SUTRJS1 . 
BE;RJ'l'A DAERAJ-J KABUPATEN CIREBON TAHlJN 2018 NOMOR 42 , SERI .n.10 

Diundangkan di Sumber 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaog 
Pemerintahan Daerab. (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 20J.4 Nomor 244, Tambaban 
Lembanm Negara Repllhlik Indonesia Nomor 5587), 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 
Pcraturan Bupati Cirebon Ndnior 11 Taliun. 2018 
tent.ang .Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dacrah 
pada Dinas dan Badan di Llogkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon, -pedu roengatur Organisasi Fnngsi, 
Tu~ dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pada Dinas Kelautan dan Pcrikanan 
Kabupaten Cireb.on; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi. 
Togas dan Tata Kerja Unit Pelak:sana Teknis Dacrah 
Pada Dinas Kelautan dan. Per.lkanan ~bupaten 
Cirebon, pe:rlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undailg-Undang Nomor 15 Tahon 2004 tentang 
Pemedksaao Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republalc 
Indonesia Tahuo 2004 Nomor 66, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. U_n_dang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaTan 
Negara RepuhJilc Indonesia Nomor 5494); 

M_enimbang 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 42 Tahun 2018 

TENTANG 

ORGAJUSMI, FUIIG81, TUGA8 POKOK DA1' TATA JDRLJA 
1JJDT PZLAK8AJIA i BiUil8 DARRAH PAD.A 

DlllAS KBI-AUTAJr DAJr PBRIKAIIAJf 
K.ABOPAra CIREBOW 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAfl CJREBOW. 

ROIIOR 42 TAIIUJl 2018, 8£RI D.10 

BERITA DAERAII KABUPATEII CIREBOII 

• . 

• 

• 

• • 



10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
TahUIL 2016 Nomor 61, Seri D. 10); 

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 TahUJ;l 2016 
tentang Fungsi, Togas- Pokok dan Tata Kerja pada 
Dinas Kelautan dan Perikanan (Betita Daerah 
Kabupaten Cireb6n Tahun 2016 Nomor 81, Seri D. 30); 

• 

sebagaimana telah beberapakal.i diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Peroerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara: Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pernerintah Nemer 60 Tahun 2008 tcntang 
Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 20 IO tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 74, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun, 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndenesia 
Nomor 5165); 

7. .Peraturan Pemerintah Nomor 18 1'ahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2CH6 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Mentetl Dalam Negeri Nomor r2 Tahun 201 7 
Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi 
Cabang Dlnas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor451); 

9. Peraruran Daerah Kabupaten Cirebon Nomcr 12 
Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, 
Seri D. 7); 

• 

'. 



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah.adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pe:merintah Kabupaten 

Cirebon; 
3. Bupati adalah 'Bupari Cirebon; 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Crrebon; 
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Cirebon yang selanjurnya disingkat Dislakan; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Cirebon; 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat 

UPTD adalab Ul)it Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Kelautan. dan Perikanan Kabupaten Cirebon; 

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Benib lkan yang 
selanjutnya disebut UPTD Pusat Benih lkan pada Oinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon; 

9. Kepala UPTD Benih Tkan yang selanjutnya disebut 
Kepala UPTD adalah Kepala lJPTD Benih Ikan pada 
Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Cirebon: 

10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut 
Kepala Subbagian TU pada UPI'D Pusat Benlh fkan; dan 

BABI 
KETENTOAN UMOM 

Pasal l 

PERATURAN BUPATI TENTANG GRGANISASI FUNGSI, 
TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN KABUPATEN CIREBON 

MEMU'J'USKAN : 

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tek:nis Daerah 
Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Serita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.lJ, sebagaimana telah 
diubab dengan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2018 tent.ang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ci.rebon (Serita Daera.h Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2). 

Menetapkan 

•• 

• 

• 



Pasal3 

(1) Susunan Organisasi UPTD Benih Ikan, terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Ja,batan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam lampiran 
yang rnerupakan bagian tidak terplsahkan. dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASl, FUNGSJ DAN TUGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

(1) Setiap jabatan struktu.ral pada UPTD pada Dinas 
Kelautan d.an Perikanan mempunyai tugas umum. 

(2) Togas umum jabatan struktural dalam lingkup UPTD 
Dinas Ketauta.n dan Perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l}, meliputi: 
a memimpln danmem~gjawa,b)<ank~tan; 
b. merencanakan kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun standar reknis dan standar operasional 

prosedur; 
d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja Jain; 
e. member! petunjuk, mendistribusikan tugas kepada 

• 
dan 
dan 

menganalisis kegiatan 
bahan perencanaan 

f. 
pegawai; 
rnengevaluasi dan 
program sebagai 
pengendalian; 

g. mengawasi dan rnengendalikan pelaksanaan, 
penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan 
kinerja pegawai; 

h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan 
kinerja pegawai; 

1. memberikan saran, masukan dan bahan 
pertirnbangan kepada pirnpinan; dan 

j. melaporkan kegiatan kepadapimpinan. • 

Pasal 2 

BABD 
TUGAS UMUM JABATAN S'I'RUKTORAL 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungal dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu, 

. ' 
.. 



(1) Subbagjan Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. pelakeanaan urusan surat rnenyurat, kearsipan dan 

dokumentasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaan urusan keuangao; 
d. pelaksanaan 'urusan perlengkapan dan rumah 

tangga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb kepala 

OPTD sesuai dengao tugas dan fungsinya. 
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleb seorang Kepala 

Subba_gian Tata Usaha (unsur stal) yang mclaksanakan 
tugas di bawah dao bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

Paragraf Kedua 
Subbaglail Tata Usaha 

Pasal 5 
• 

Bagian Kedua 
Fungsi clan Tugas Pokok UPTD Benih Ikao 

Paragraf Kesatu 
Kepala UPTD Benih Ikan 

Pasal4 

(1) KepaJa UPTD Benih Tkan mempunyai fungsi: 
a. penyusunan pereneanaan dan, -program UPTD Benih 

lk.a.n; 
b. pelaksanaan pengembangan dan pembenihan ikan; 
c. pelaksanaan peman±auan dan pengamatan 

kesehatan ikan dan Iingkungan di UPTD Benih lkan 
dan UPR (unit pembenihan rakyat); 

d. pelaksanaan teknis operasional yang meliputi 
pengkajian, pemu.liaan, memproduksi benih dan 
induk ikan serta desiminasi pembenihan ikan; 

e. pelaksanaan peningkatan mntu pclayanan produksi 
benih ikan clan induk ikan; 

f. pelaksanaan evalnasi dan pelaporan kegjatan UPTD 
Berrih Ikan; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas. 

(2) Kepala UPTD Benih Lkan adalah pimpinan UPTD Benih 
Ikan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
melalui Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala UPTD Benih, Tkan mempunyai tugae pokok 
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalika.n tugas 
l,JPTD di bidang pelayanan produksi benih dan induk 
ikan . 

• 



BABVl 
WILAYAH KERJA 

Pasal 9 

Wilayah kerja UPI'D Benih lkan meliputi Keeamatan 
se-Kabupaten Cirebon. 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal8 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, 
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antara .satuan 
organisasi dalam lingkungan Pemerintab Daetab serta 
Instans] lain sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Kepala UPTD berkewajiban mernberikan petunjuk, 
blmbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/ 
Bawahan yang berada dalam lingkungannya, 

(3) Pejabat Fltngsional pada UP'Tb secara teknis­ 
administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
dan secara teknis operasional berada dibawah 
koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

• 

Kelompok Jabatan Fungsional rnempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dart fungsi Dinas Kelautan 
dan Perikanan sesual dengan kebutuhan. 

Pasal 7 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 6, terdiri dari pegawai yang mernangku 
jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional 
masing-masing, 

(2) .Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional 
sebagalrnana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai 
kebutuhan dan beban kerja. 

• 

Pasal 6 

BAB IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan adrninistrasi kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokurnentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga, 

.. 



Pasal 14 
Dengan berlakunya Peraruran Bupati ini, maka : 
J. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Organisasi, Togas, Fung_si Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Laboratorium Perikanan pada Dinas Kelautan dan 
Perikanan; dan 

2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2009 tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi Dao Tata Kerja Unit-Pelaksana 
Teknis Benih lkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 

dicabut dan dinyatakan tidak berla.ku. 

BABlX 
KEPEGAWAIAN 

PasaJ 12 
(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati 

atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat 
administrasi dan. kualifikasi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalarn pelaksanaan 
pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD. 

BABX 
PEMBIAY.AAN 

Pasal 13 
Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan surnber dana lain yang sah. 

BABXI 
KETF;NTUAN PEiNU1UP 

• 

BAB VU 
PELAPORAN 

Pasal 10 
(1) Kepala UPl'D wajib memberikan laporan pelaksanaan 

rugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas. 

(2) Pengaturan meogenai laporan dan cara 
penyarnpalannya berpedomao pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII' 
HAL MEWUILI 

Pasal 1'1 
(1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPl'D 

dapal menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha. 
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, 

Kepala UPTD dapat menunju.k Pejabat Fungsional 
berdasarkan senioritas. • 

. . .. 



< .-:, . 
RAHMAT SUTRrsrlo 

BERITA DAERAH KABUPATEN GIREBON '1'AHUN 2018 NO MOR 42 , SERI ».10 

== 

Diundangkan di Suniber 
pada tangg13J 1(1 .ir,uat1l$ 201a 

SEKRE'I'ARIS DAERAH KABUPATEN CIREBONf 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan qi Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 20t8 

BUPATI CIREBON, 

ttd 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal. 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . . 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Pasal 15 

• 

• 

.. 



RAHMAT SUTRISN 

SERITA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR ,i2 1 SERI D, 10 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal, 1, Acuatua 2:>18 

SEKRETARlS DAERAH KABlJPATEN CIREBON 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di $·umber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI ClREBON, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati. Ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Pasal 15 

• 

• 

• I 
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ttd 
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pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATl CIREBON, 

KEPALA UPTD 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK JABA1'AN 
FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD BENlH IKAN 
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